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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penjelasan pada bab sebelumnya, penulis bisa menyimpulkan bahwa: 

1. Prosedur pengelolaan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Padang mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota 

Padang Nomor 34 tahun 2021, khususnya pada pasal 38 yang menjelaskan tentang 

pedoman pemberian hibah. 

2. Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana hibah, 

diantaranya proposal dana hibah yang diajukan sering kali tidak memenuhi syarat, 

banyak dari proposal tersebut disusun secara sembarangan; dokumen persyaratan 

yang dilampirkan sering kali tidak lengkap; serta kekurangan dokumen persyaratan 

pada saat pengajuan pencairan dana. 

3. BPKAD Kota Padang punya tugas untuk ngurusin keuangan dan barang-barang 

milik daerah sesuai aturan dari pemerintah daerah. 

4. Hibah merupakan pengeluaran pemerintah yang berupa uang/barang atau jasa 

yang diberikan kepada pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat, dan 

organisasi kemasyarakatan. Penyaluran hibah ini dilakukan dengan tujuan tertentu 

yang telah ditentukan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak dilakukan 

secara berkelanjutan. 

5. Dana Hibah memiliki peran penting sebagai salah satu cara pemerintah untuk 

mengurangi kemiskinan di daerah. 
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5.2 Saran 

 Sehubungan dengan pembahasan di atas serta kesimpulan yang telah disampaikan, 

penulis ingin memberikan saran kepada BPKAD Kota Padang.  

1. hibah merupakan salah satu pos pengeluaran yang dianggarkan oleh pemerintah 

daerah setiap tahun, yang bersumber dari APBD atau anggaran dan pendapatan 

belanja daerah. Oleh karena itu, disarankan agar dalam proses pendistribusian 

bantuan berupa hibah, dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan prosedur 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Dalam pengelolaan dana hibah, disarankan untuk meminimalkan berbagai 

permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan dana hibah. Oleh karena 

itu, proposal yang diajukan beserta dokumen persyaratan yang diperlukan 

sebaiknya disusun sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


